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Abstrak
 

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat Indonesia melalui penyediaan akses layanan perbankan dengan target utama masyarakat kecil dan

UMKM. Namun, seiring perkembangan zaman, BPR dihadapkan dengan berbagai permasalahan struktural.

Demi memperkuat kelembagaan BPR, dilakukan revisi UU Perbankan melalui pengesahan UU P2SK.

Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan BPR sebelum dan sesudah UU P2SK serta peran UU

P2SK dalam memperkuat kelembagaan BPR. Metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dan

menjawab rumusan masalah pada skripsi ini adalah penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terhadap rumusan masalah

pertama disimpulkan bahwa terdapat perubahan pengaturan BPR di sejumlah aspek. Pertama, berdasarkan

Pasal 1 angka 4 UU Perbankan nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Kedua, berdasarkan Pasal 13 UU Perbankan terdapat penambahan kegiatan usaha baru. Ketiga, berdasarkan

Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 4 POJK 7/2024 BPR bentuk badan hukum BPR yang semula

Perumda, Perseroda, Koperasi, atau PT, kini hanya dapat Koperasi atau PT. Keempat, berdasarkan Pasal 23

ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 35 POJK 7/2024, BPR yang semula hanya dapat dimiliki WNI kini dapat

dimiliki oleh WNA melalui dibukanya kesempatan penawaran umum. Terhadap rumusan masalah kedua,

dapat disimpulkan bahwa UU P2SK mendukung penguatan kelembagaan BPR melalui perluasan lingkup

kegiatan usaha, perubahan bentuk badan hukum menjadi PT atau Koperasi, dorongan konsolidasi, dan

terbukanya kesempatan penawaran umum. Saran pertama yang diberikan kepada OJK adalah melakukan

revisi terhadap POJK 25/POJK.03/2021 dan POJK 39/POJK.04/2014, melakukan pengawasan dan

penegakan sanksi terhadap pelaksanaan konsolidasi dan perubahan bentuk badan hukum, serta mengatur dan

menerapkan kebijakan Kelompok Usaha Bank (KUB). Saran kedua yang diberikan kepada BPR adalah

untuk melakukan kegiatan usaha baru, perubahan bentuk badan hukum menjadi Koperasi atau PT,

konsolidasi, dan penawaran umum.

...... Bank Perekonomian Rakyat is a bank established to enhance the welfare of Indonesian people by

providing banking services targeting small communities and UMKM. However, BPR faces various

structural challenges. To strengthen its institutional, revisions to the Banking Law were made by enacting

the UU P2SK. This thesis examines BPR regulation before and after the enactment of UU P2SK and the role

of UU P2SK in strengthening BPR institutions. The research method employed in this thesis is doctrinal

research, utilizing library studies of primary and secondary legal materials to collect data and address the

research questions. The first issue concludes that there are changes in BPR regulations across several

aspects. First, under Article 1 point 4 of the Banking Law, Bank Perkreditan Rakyat is changed to Bank

Perekonomian Rakyat. Second, Article 13 of the Banking Law introduces new business activities. Third,
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under Article 21 paragraph (2) of the Banking Law and Article POJK 7/2024, the legal forms of BPR, which

were previously Perumda, Perseroda, cooperatives, or PT, are now limited to cooperatives or PT. Fourth,

under Article 23 paragraph (2) of the Banking Law and Article 35 of POJK 7/2024, BPR ownership,

previously restricted to Indonesian citizens, now allows foreign ownership through public offerings.

Regarding the second issue, it is concluded that UU P2SK supports strengthening BPR institutions by

expanding the scope of business activities, changing the legal form to PT or cooperatives, promoting

consolidation, and enabling public offerings. The first recommendation to OJK is to revise POJK

25/POJK.03/2021 and POJK 39/POJK.04/2014, enforce supervision and sanctions for consolidations and

changes in legal forms, as well as organizing and implementing Kelompok Usaha Bank (KUB). The second

recommendation to BPR is to adopt new business activities, change their legal form to cooperatives or PT,

undergo consolidation, and engage in public offerings.


